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TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional;

bahwa untuk mendeskripsikan pelaksanaan integrasi proses
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi
SPBE, dan keamanan SPBE guna menghasilkan layanan
SPBE yang terintegrasi ke dalam strategi kebijakan dan
program pembangunan Daerah, dengan mempertimbangkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sragen Tahun 2021- 2026;

bahwa untuk melaksanakan tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi dalam penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang

Arsitektur Sistem  Pemerintahan  Berbasis Eletronik,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);

7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA

RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Sragen.

Bupati adalah Bupati Sragen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disebut
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yeng mendeskripsikan
integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE,
aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan
layanan SPBE yang terintegrasi.

Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang
digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain
Arsitektur SPBE.

Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan subtansi arsitektur yang memuat domain
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arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi,
domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur
aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE dan domain
arsitektur layanan SPBE.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan
arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan pembangunan
SPBE yang terintegrasi.

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan
pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah
Daerah dengan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

a.

mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu,;
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan
SPBE yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan SPBE; dan

mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan
efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

(1)

(2)

Arsitektur SPBE mencakup kerangka dasar yang memberikan
panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan
Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan
SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu; dan
Peta Rencana SPBE memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen
SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi.

BAB II
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

Pasal 5
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
a. Referensi Arsitektur SPBE; dan
b. Domain Arsitektur SPBE.
Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang
digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain
arsitektur SPBE yang memuat:
a. Referensi Arsitektur proses bisnis;
b. Referensi Arsitektur data dan informasi;


https://spbe.co.id/2022/03/29/rencana-induk-spbe-vs-arsitektur-spbe-serupa-tapi-tak-sama/
https://spbe.co.id/2022/03/29/rencana-induk-spbe-vs-arsitektur-spbe-serupa-tapi-tak-sama/
https://spbe.co.id/2022/03/29/rencana-induk-spbe-vs-arsitektur-spbe-serupa-tapi-tak-sama/
https://spbe.co.id/2022/03/29/rencana-induk-spbe-vs-arsitektur-spbe-serupa-tapi-tak-sama/

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Referensi Arsitektur layanan SPBE;

. Referensi Arsitektur aplikasi SPBE;

Referensi Arsitektur infrastruktur SPBE; dan

Referensi Arsitektur keamanan SPBE.

Domam Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mendeskripsikan subtansi Arsitektur SPBE yang
memuat:

Domain Arsitektur proses bisnis;

Domain Arsitektur data dan informasi;

Domain Arsitektur layanan SPBE;

Domain Arsitektur aplikasi SPBE;

Domain Arsitektur infrastruktur SPBE; dan

Domain Arsitektur keamanan SPBE.

Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:

a. Peta Rencana SPBE Nasional;

b. Arsitektur SPBE Daerah; dan

c. RPJMD.

=0 a0
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Pasal 6

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun
berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan/atau RPJMD.
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan
monitoring dan evaluasi pada paruh waktu, tahun terakhir
pelaksanaan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
Daerah.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Arsitektur dan Peta
Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan reviu perubahan terhadap Arsitektur dan Peta
Rencana SPBE.
Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
c. perubahan pada referensi SPBE sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f; atau
d. perubahan rencana strategis Daerah.
Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE Daerah;
b. perubahan rencana strategis Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan oleh Bupati.
Bupati dapat mendelegasikan reviu Arsitektur SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) kepada Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi
dan Informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan Bidang Perencanaan.



(8) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan dan dapat
dilanjutkan kembali selama tujuan dan sasaran masih belum
tercapai dan tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil
reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan (5).

BAB III
SISTEMATIKA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE DAERAH

Pasal 7
(1) Sitematika Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut:
A. Buku I Kondisi Arsitektur Existing SPBE
a. Bab1 :Pendahuluan
b. Bab II : Visi Misi dan Strategi SPBE
c. Bab III : Analisa Kondisi Existing SPBE
d. Bab IV : Analisa Kesenjangan SPBE
B. Buku II Arsitektur Target SPBE
a. Bab1 : Konsep Solusi SPBE
b. Bab II : Arsitektur Target SPBE
c. Bab III : Penutup.
C. Buku III Peta Rencana SPBE
a.Bab I : Portofolio Inisiatif SPBE
b.Bab II : Roadmap dan Estimasi Anggaran
c. Bab III : Penutup
(2) Ketentuan mengenai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

Pasal 8
(1) Monitoring dan evaluasi terhadap relevansi dan efektifitas

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dilaksanakan paling sedikit

S (lima) tahun sekali.

(2) Penanggung jawab monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi dan
Informatika; dan

b. Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan Bidang Organisasi.

(3) Penanggung jawab monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pelaporan hasil
monitoring dan evaluasi kepada Bupati.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SRAGEN,
Cap+ttd
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
Cap+ttd
HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 11

sahnan sesuai dengan aslinya

NIP. 19700822 199803 1007
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Adanya amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (IPPD) menjadi dasar dalam
penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen . Secara umum,
SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Masyarakat &
Swasta). Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis
elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE.

Implementasi SPBE dievaluasi secara berkala oleh evaluator dari Kemenpan-RB dengan
tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat
SPBE ini Pemerintah Kabupaten Sragen berinisiatif untuk mengimplementasikan SPBE dengan
semangat continuous improvement. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan menyusun
dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Tujuan dari disusunnya dokumen perencanaan ini
adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengimplementasikan
SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang
terlibat dapat saling bersinergi. Selain itu, dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat
meningkatkan penilaian indeks SPBE secara bertahap.

Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Kabupaten Sragen berpedoman
pada Perpres 95/2018, mengikuti Visi, Misi, Tujuan & Strategi SPBE Nasional serta berpedoman
pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, Arsitektur dan Peta Rencana ini menggunakan reverse
engineering dari 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan
apa yang tertuang dalam dokumen ini telah memenuhi konteks evaluasi dalam SPBE. Secara
umum, Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis,
Arsitektur Data & Informasi, Arsitektur Layanan Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur,
Arsitektur Keamanan Informasi dan Audit TIK. Arsitektur SPBE diharapkan dapat menghadirkan

transformasi digital dalam layanan internal maupun publiknya.
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1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sragen terletak secara geografis antara 110°45’ BT dan 111°10’ BT serta 7°15’
LS dan 7°30’ LS. Jika dilihat secara kewilayahan, Kabupaten Sragen termasuk ke dalam wilayah
Subosukowonosraten (Kota Surakarta-Kabupaten Boyolali-Kabupaten Sukoharjo-Kabupaten
Wonogiri Kabupaten Sragen-Kabupaten Klaten) yang total mencakup 20 kecamatan dan 208
desa/kelurahan (196 desa dan 12 kelurahan, 2.519 dukuh dan 5.328 RT). Kabupaten Sragen
adalah salah satu dari tiga puluh lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki
potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber
daya alam dan manusia, Sragen juga memiliki potensi yang besar dalam bidang perdagangan,
industri, dan pariwisata. Keuntungan letak geografisnya dan ketersediaan infrastruktur yang
memadai menjadikan Sragen sebagai tujuan investasi yang sangat menarik dengan peluang
pengembangan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan pariwisata.
Karakteristik dan keragaman potensi yang dimiliki Kabupaten Sragen memberikan peluang
pengembangan pembangunan di Kabupaten Sragen, salah satunya dalam menciptakan budaya
digital baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengembangkan Kantor Maya sebagai bagian dari
sistem jaringan yang mencakup seluruh satuan kerja serta 208 desa/kelurahan. Setiap tahun,
sistem ini terus ditingkatkan guna meningkatkan efektivitasnya. Penggunaan sistem online ini
tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar antara satuan kerja, tetapi juga
memberikan manfaat ekonomis dengan mengurangi biaya pengiriman surat dinas, undangan,
dan disposisi melalui aplikasi Surya/Surat Maya dan Kantaya (kantor maya). Selain itu, untuk
mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan, informasi terkini mengenai pembangunan daerah dan program
Pemerintah Kabupaten Sragen dapat diakses melalui website pemerintah kabupaten. Sejak
tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengatur pengelolaan pelayanan informasi
dan dokumentasi dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Bupati Sragen Nomor 37 Tahun
2017, dan hal ini diawasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui lembaga Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberhasilan penerapan ini diukur melalui capaian
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika, menandakan kemajuan yang telah dicapai sejak tahun 2018.

Tantangan era digital saat ini dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah
Kabupaten Sragen juga mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem
pemerintahan berbasis elektronik. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini diukur melalui
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menyusul peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan acuan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Terdapat tiga unsur utama yang menjadi
fokus penerapan SPBE, yaitu: 1) Tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; 2)
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai fasilitator dalam pelaksanaannya;
dan 3) Kemudahan dalam layanan pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing pihak yang terlibat.



Komitmen kepala daerah Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi salah satu kunci dalam
menciptakan budaya digital dalam sistem pemerintahannya. Sejalan dengan hal tersebut pada
tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sragen meraih indeks SPBE nasional untuk kategori
kabupaten/kota dengan perolehan nilai 3,1 dari hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang

dilaksanakan oleh evaluator eksternal Kemenpan-RB.
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Nama Indeks Nilai 2022

SPBE 31
Doman Kebijakan SPEE 3,10
Kebijjakan Internal Tata Kelola SPBE 110
Domain Tata Kelola SPBE 240
Perencanaan Strategis SPBE 1.50
Teknologi informasi dan Komunikasi 3.00
Penyelenggaro SPBE 300
Domain Manajermen SPBE 200
Penerapan Manajemen SPBE 213
Audit TIK 1.67
Domain Layanan SPBE 387
Layonan Administrasi Pemenintohan Berbasis Elektronik 350
Layanan Publik Berbasis Elektronik 383

Gambar 1.1.1. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022

Kunci kemudahan maupun kecepatan pelayanan publik terletak pada teknologi dan
digitalisasi. Seperti halnya di negara Denmark masih bertengger di urutan nomor satu dunia
dalam hal indeks e-Government. Indeks e-Government yang tinggi ini nyatanya juga berdampak
pada aspek pelayanan yang lain. Secara umum, hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan
pada Tahun 2022 di Pemerintah Kabupaten Sragen akan menjadi baseline dalam penyusunan
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Dokumen ini disusun untuk menentukan strategi yang harus
dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Pemerintah
Kabupaten Sragen lima tahun mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan
administrasi pemerintahan dan layanan publik. Selain itu, diharapkan juga dapat mewujudkan

terciptanya digitalisasi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi nasional. Implementasi

SPBE diharapkan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.




Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri,

Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

Berdasarkan dengan visi tersebut, perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi
pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah dan
kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban
modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, seperti: penetrasi
teknologi yang serba disruptif, serta adanya perkembangan Internet of Things (loT) yang
menjadikan perubahan semakin cepat. Pemanfaatan l1oT menghasilkan kumpulan himpunan
data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit untuk ditangani atau
diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data basic. Lebih jauh, pelayanan
administrasi pemerintahan perlu didukung dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai
pusat pengelolaan data dan aplikasi (cloud computing), hingga kecerdasan buatan (artificial
intelligence).

Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi
Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan
dalam berbagai skala ruang lingkup dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah
menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah
agar responsif terhadap perubahan. Perubahan ini dapat diimplementasikan pada reformasi di
kegiatan pemerintahan. Di satu sisi dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, perlu
didukung dengan komitmen dan perencanaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK). Salah satu upaya mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah dengan birokrasi
pemerintahan yang fokus pada orientasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat
melalui optimalisasi pemanfaatan TIK. Saat ini, pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (Smart
Government) atau yang lebih dikenal dengan istilah SPBE dimanfaatkan untuk mendukung
fungsi dan layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Aktivitas
pemerintahan ini telah lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat.
Ketidakseragaman dalam proses pengembangan aplikasi SPBE menjadi permasalahan tersendiri
pada proses pemeliharan. Belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas terkait
implementasi Smart Government menjadikan proses pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.

Faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang
cepat dan efektif sehingga SPBE menjadi tuntutan yang harus diterapkan dengan serius. Adanya
SPBE diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sehingga lebih

efektif dan efisien baik dalam waktu layanan, percepatan proses, alur birokrasi, serta

transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan.
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Gambar 1.1.2. Kebijakan Pengembangan SPBE

Pembangunan SPBE yang akan dibangun maupun yang sudah ada harus mendukung
proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, diperlukan suatu
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Diharapkan
permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan
pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dapat terselesaikan
dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di
Pemerintah Kabupaten Sragen. Sebagai langkah menuju pembangunan panduan yang dimaksud,
maka Pemerintah Kabupaten Sragen menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten
Sragen. Harapannya dengan adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, pengembangan SPBE
dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk
memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif

dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun 2023-2027 yaitu:
1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengimplementasikan
SPBE;
2. Terwujudnya implementasi SPBE yang terarah dan komprehensif; dan
3. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen yang
terintegrasi antar pemangku kepentingan.
Adapun tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah
Kabupaten Sragen Tahun 2023-2027 sebagai berikut:
1. Menyusun kerangka kerja (framework) tata kelola pemerintahan dan pelayanan
masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi

Pemerintah Kabupaten Sragen agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan



3. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun 2023-2027 guna optimalisasi layanan masyarakat yang semakin baik di

Pemerintah Kabupaten Sragen.
1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen adalah:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik;

11. Peraturan Presiden Rl Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

13. Peraturan Presiden Rl Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil
Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05
Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59

Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;




19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar
Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2023 tentang
Interoperabilitas Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data
Indonesia;

21. Instruksi Presiden RI Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan
Telematika di Indonesia;

22. Instruksi Presiden RI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government;

23. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 57/kep/M.Kominfo/12/2003
tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;

24. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965
Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Nasional;

26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan dan
Pengelolaan Sistem Pelayanan Izin Penelitian Online di Kabupaten Sragen

27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Sragen

28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Informasi
Perencanaan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Secara Elektronik

30. Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;

31. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

32. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Nomor 82 Tentang
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Sragen

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018, SPBE didefinisikan sebagai

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Perencanaan pembangunan dan pengembangan
aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah sehingga SPBE menjadi

terpadu dan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat
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dan pemerintah daerah. Satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh dapat

menghasilkan proses birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Audit TIK

1.
Rencana Manajemen
Keamanan

Anggaran
99 Informasi

2.

RENCANA INDUK RS
DAN Bisnis
ARSITEKTUR
Manajemen SPBE
Perubahan 3.
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Manajemen
Data

lnfrast.ruktur
SPBE

Manajemen
Layanan

Gambar 1.4.1.1. Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Secara umum implementasi SPBE terdapat tiga tahapan penting dalam kesuksesan SPBE,
yaitu:
1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak;
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana
(jumlah & kompetensi); dan
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progres

penerapan Arsitektur SPBE khususnya Roadmap, Kondisi permasalahan eksisting SPBE,

Inisiatif perbaikan program.

Saat ini, kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen dapat menggunakan
konsep tingkat kematangan SPBE untuk mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan
kematangan mengarah pada pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik.
Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah,
sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang
lebih tinggi.
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- Tingkat kematangan kapabilitas proses «— [42-50] —
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Gambar 1.4.1.2. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Adapun kondisi tingkat kematangan penerapan yang terdapat pada SPBE dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1.4.1.1. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Karakteristik
I e Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan
Rintisan . - 0o
1 baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
Informasi e layanan SPBE dalam bentuk satu arah.

e Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah

Terkelola didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar
2 masing-masing unit organisasi.
Interaksi e layanan SPBE dalam bentuk dua arah.

Terstandarisasi . L .
3 unit organisasi terkait.

Transaksi e |ayanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

e Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua

e Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain

Teri .
4 erintegras dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.

Kolaborasi e Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain.

. e Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara
Optimum )
berkesinambungan.

5

Optimalisasi e Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan

eksternal.
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1.4.2. The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
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Gambar 1.4.2.1. Domain Arsitektur TOGAF

Penyusunan arsitektur arsitektur SPBE ini mengadopsi konsep metode pengembangan
arsitektur IT (Architecture Development Method) yang ada dalam framework TOGAF. Konsep ini
mendefinisikan secara mendetail dimulai dari arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur sistem
dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur dan keamanan), portofolio solusi dan peta rencana.
Penyusunan Arsitektur SPBE pemerintah Kabupaten Sragen harus mampu memenuhi tujuan dari
perkembangan teknologi dan visi SPBE yang ingin diadopsi oleh pemerintah daerah di masa

mendatang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SPBE eksisting.

1.4.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Keberhasilan penerapan SPBE Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan alur
pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur SPBE yang terperinci sehingga dapat menjadi
acuan pengembangan SPBE oleh seluruh stakeholder. Gambaran mengenai cakupan arsitektur
SPBE Nasional yang perlu diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dapat dilihat pada

gambar berikut:
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Gambar 1.4.3.1. Domain Arsitektur SPBE Nasional

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka

dasar yang mendeskripsikan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE,

infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh manajemen yang dilaksanakan

dengan baik dan tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Setiap layer arsitektur yang

disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang selanjutnya saling terkait

dan dapat mendorong keberhasilan domain lainnya. Langkah awal proses penyusunan dokumen

arsitektur SPBE yang harus disusun terlebih dahulu dengan mendefinisikan tata kelola. Tata

kelola adalah

serangkaian proses,

kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi

yang

mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam institusi. Tata

kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan

pengelolaan dari institusi. Penerapan tata kelola dimulai dengan membentuk tim koordinasi

SPBE dan jadwal kegiatan, menetapkan kebijakan SPBE, dan menyusun rencana dan anggaran

SPBE.

Langkah kedua dalam proses penyusunan arsitektur SPBE yaitu dengan menentukan

bentuk-bentuk manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di

perangkat daerah. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan seluruh stakeholder

untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan
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pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun 8 (delapan) proses

penentuan manajemen, yaitu:

- Manajemen Resiko - Manajemen Data

- Manajemen Keamanan Informasi - Manajemen Layanan

- Manajemen SDM - Manajemen Aset TIK

- Manajemen Pengetahuan - Manajemen Perubahan

Arsitektur proses bisnis menjadi hal pertama yang perlu dikelola. Proses bisnis perlu
dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan
yang efektif dan efisien. Arsitektur proses bisnis selanjutnya menjadi acuan dalam
pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Aplikasi dapat berupa portal yang mendukung
layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan
yang dapat dibangun antara lain, yaitu:

Portal layanan administrasi pemerintah;

Portal layanan publik;

Portal pusat layanan; dan

Integrasi kanal layanan.

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaanya, yaitu aplikasi yang bersifat
khusus dan umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Aplikasi umum nasional;

Aplikasi khusus instansi pemda.

Pembangunan aplikasi mengacu pada data yang dikelola oleh perangkat daerah. Selain
itu, pada arsitektur data memungkinkan adanya integrasi data dengan portal data nasional.
Arsitektur lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah arsitektur
infrastruktur. Arsitektur ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan
dalam pelayanan. Arsitektur infrastruktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu: infrastruktur jaringan
dan infrastruktur pusat data daerah. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan
koneksi yang ada pada perangkat daerah termasuk didalamnya pusat pengendalian dan
jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemerintah daerah, dan jaringan
pita lebar. Sedangkan untuk infrastruktur pusat data daerah didalamnya terdapat cloud services
dan repositori aplikasi/data.

Arsitektur terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah arsitektur
keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi
dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini, meliputi:
privasi/kerahasiaan yang menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali untuk pihak
yang memiliki kewenangan. Kelima arsitektur yang telah disebutkan (arsitektur proses bisnis,
arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi)
adalah domain yang dikelola untuk meningkatkan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah.
Pengembangan domain layanan tentunya mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna
layanan tersebut. Adapun klasifikasi layanan yang diberikan oleh instansi pusat adalah layanan

administrasi pemerintahan, layanan publik, dan survei penggunaan aplikasi SPBE. Secara umum,
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arsitektur SPBE Nasional terdiri dari enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di
tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD)

sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional.

1.4.4. Referensi Arsitektur SPBE Nasional

Referensi Arsitektur SPBE Nasional merupakan taksonomi dalam SPBE yang terdiri dari
Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB - 01), Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan
Informasi (RAD - 02), Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL - 03), dan Taksonomi
Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA - 04), Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE
(RAI - 05), Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK - 06). Referensi Arsitektur
Layanan SPBE (RAL) merupakan arsitektur yang berfokus pada desain layanan yang dapat
digunakan oleh beberapa aplikasi untuk melakukan tugas yang sama. Setiap layanan yang ada
memungkinkan aplikasi untuk saling berbagi informasi dan membangun integrasi. Adapun
kondisi tingkat kematangan yang terdapat pada RAL Level 1 SPBE dapat dilihat pada tabel
berikut.

A. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah,
selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis 4
(empat) tingkat, yaitu:

a. Sektor pemerintahan: mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam
sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat
nasional;

b. Urusan pemerintahan: menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh
Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke
dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat
nasional;

c. Fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat
nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan
tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
dan

d. Sub fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai
tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam
mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan

dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.
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Adapun penjelasan mengenai referensi arsitektur proses bisnis dapat dilihat pada gambar berikut:

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

RAB.01.01 - Pertahanan
RAB.01.02 - urusan luar negeri

RAB.02.01 - industri

RAB.02,02 - perdagangan

RAB.02.03 - pertanian

RAB.02,04 - perkebunan

RAB.02.05 - Peternakan

RAB.02.06 - perikanan

RAB.02.07 - badan usaha milik negara
RAB.02,08 - investasi

RAB.02.09 - koperasi

RAB.02.10 - usaha kecll dan menengah

Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan) RAB.02.11 - pariwisata

RAB.03.01 - pekerjaan umum

RAB.03.02 - transm igrasi

RAB.03.03 - transportasi

RAB.03.04 - perumahan

RAR.03.05 - pembangunan kawasan atau
daerah tertinggal

RAB.01 - Informasi Pertahanan dan Luar Negeri

I

| RAB.02 - Ekonomi dan Industri

7

Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) | 348,03 - pembangunan Daeran

RAB.04.01 - kesehatan

‘ Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) | RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAB.04.02 - sosal
g RAB.04.03 - pemberdayaan perempuan
Imﬂﬁ mt | H H 1 - RAB.0S - Ketertiban Umum dan Kesslamatan RABID;D! :h:::::n n
Instansi Pemerintah Daerah | T[ngkat 4 (SUb FungSI Pemennta han) ‘ | B : : z::gs.gi :au asa:manum

RAB.06,01 - pendidikan
RAB.06.02 - ketenagakerjaan
RAB.06.03 - ilmu pengetahuan
RAB.06.04 - teknologi
RAB.06.05 - pemuda

| RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAB.07.01 - pertambangan
RAB.O7.02 - energi
RAB.07.03 - kehutanan
RAR.07.04 - kelautan
RAB.07.05 - lingkungan hidup

I RAB.O7 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAB.OB.O1 - agama
RAB.08.02 - kebudayaan

| RAB.08 - Budaya dan Agama
RAB.0B.03 - olahraga

RAB.09.01 - dalam negeri

RAB.09.02 - keuangan

RAB.09.03 - informasi

RAB.0%.04 - komunikasi

RAB.09.05 - perencanaan pembangunan nasional
RAB.05.06 - aparatur negara

RAR.09.07 - kesekretariatan negara

RAB.09.0B - pertanahan

RAB.05.02 - kependudukan

Taksonomi Referensi

T S Y

| RAB.09 - Pemerintahan Umum

Gambar 1.4.4.1. Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)
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B. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses
bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam
tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. Data pokok: mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor
pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi
struktur di tingkat nasional;

b. Data tematik: menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik
Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan
pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi
struktur di tingkat nasional;

c. Data topik: menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3
(ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai
dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat
nasional; dan

d. Data sub topik: menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD
dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan
dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta

kebutuhan operasional aplikasi.
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Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur data dapat dilihat pada gambar berikut:

Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Tingkat 1 (Data Pokok)

Tingkat 2 (Data Tematik)

‘ Tingkat 3 (Data Topik) ‘

‘ Tingkat 4 (Data Sub Topik) |

Instansi Pusat
Instansi Pemerintah Daerah

Taksonomi Referensi

Gambar 1.4.4.2. Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

Data Pokok

Data Tematik

INADUI

Informasi Pertahanan dan Luar Negeri

RAD.01.01 - Data Pertahanan
RAD.01.02 - Data urusan luar neger|

| RAD.OZ -

Informasi Ekonomi dan Industri

IMDO!-

Informasi Pembangunan Daerah

RAD.02.01 - Data industri

RAD.02.02 - Data perdagangan

RAD.D2.03 - Data pertanian

RAD.02.04 - Data perkebunan

RAD.02.05 - Data Peternakan

RAD.02.06 - Data perikanan

RAD.02.07 - Data badan usaha millk negara

RAD.02.08 - Data investasi

RAD.02.09 - Data koperast

RAD.02.10 - Data usaha kecil dan menengah
RAD.02.11 - Data pariwlsata

RAD,03.01 - Data pekerjasn urmurm

RAD.03.02 - Data transmigrasi

RAD,03.03 - Data transportas

RAD,01,04 - Data perumahan

RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau

daerah tertinggal

| RAD.O4 -

Informasi Perfindungan Sosial dan
Kesehatan

RAD.04.01 - Data kesehatan
RAD.04.02 - Data sosial
RAD.04.03 - Data pemberdayaan perempuan

| HAD.OS -

Informasl Ketertiban Umum dan
Keselamatan

RAD,05.01 - Data hukum
RAD.05.02 - Data keamanan
RALD.05.03 - Data hak asasi manusia

| RADLOS -

Informast Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAD,06.01 - Data pendidikan
RAD.06.02 - Data ketenagakerjaan
RAD.06.03 - Data ilmu pengetahuan
RAD,06.04 - Data teknologi
RAD.06.05 - Data pemuda

[ RAD.O7

Informasi Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 - Data pertambangan
RAD,07.02 - Data energh
RAD,07.03 - Data kehutanan
RAD.07.04 - Data kelautan
RAD.07.05 - Data lingkungan hidup

| RAD.OS -

informasi Budaya dan Agama

RAD.08.01 - Data agama
RAD.08.02 - Data kebudayaan
RAD 08.03 - Data olshraga

| RAD.OS -

Infarmasi Pemerintahan Umum

¥ T 1T T T T ¥

RAD 09.01 - Data dalam negeri

RAD.09.02 - Data keuangan

RAD 00,03 - Data Infarmasi

RAD 09.04 - Data komunikasi

RAD.09.05 - Data perencanaan
pembangunan naskonal

RAD 09,06 - Data aparatur negara

RAD.09.07 - Data kesekretariatan negara

RAD.09.08 - Data pertanahan

RAD.09.09 - Data kependudukan

l RAD.10 -

Data Pendukung Umum

RAD.10.01 - Kebljakan Pemerintah
RAD.10.02 - Data Manajemen Kegiatan
RAD.10.03 - Data Kewilayahan
RAD.10.04 - Data Dukung Lainnya
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C. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Domain arsitektur layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat struktur, yaitu:

a. Domain layanan: mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan
pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. Area layanan: menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan,
dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur
di tingkat nasional;

c. Kategori layanan: menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik
yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang
dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3
(ketiga); dan

d. Sub kategori layanan: menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4
(empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam

mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional.
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Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur layanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Referensi Arsitektur Layanan

Tingkat 1 (Domain Layanan)

Tingkat 2 (Area Layanan)

Domain Layanan

Area Layanan

RAL.01.01 -
RAL.01.02 -
RAL.01.03 -
RAL.01.04

RAL.01.05 -
RAL.01.06 -
RAL.01.07 -
RAL.01.08 -
RAL.01.09 -
RAL.01.10 -
RAL.01.11 -
RAL.01.12 -
RAL.01.13 -

RAL.01 - Layanan Publik =

RAL01.14 -
RAL.01.15 -

RAL01.16 -

‘ Tingkat 3 (Kategori Layanan) RALO117.-

RAL.01.18 -

Instansi Pusat ’ Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan) | RALO1.21 -

Instansi Pemerintah Daerah

RAL.01.19 -
RAL.01.20

RAL.01.22 -

Taksonomi Referensi

RAL.01.23 -
RAL.01.24 -
RAL.01.25 -
RAL.01.24 -

Informasi

Komunikasi
Kebudayaan

Usaha

Pendidikan

Energ!

Lingkungan Hidup
Industri

Hubungan Internasional
Kesehatan

Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Ketenagakerjaan
Agama

Permukiman

limu Pengetahuan dan Teknologi
Perlindungan Sosial
Perdagangan

Pariwisata

Transportasi
Kesejahteraan

Ekonomi

Hukum dan Peraturan
Kenegaraan

Perizinan dan Akreditasi
Kependudukan
Pemerintahan

RAL.02.01 -
RAL.09.02 -
RAL.09.03 -
RAL.09.04 -
RAL.09.05 -
RAL.09.06 -
RAL.09.07 -
RAL.09.08 -
RAL.09.09 -
RAL.09.10 -
RAL.09.11 -
RAL.09.11 -
RAL.09.12 -
RAL.09.13-

RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan —

Perencanaan dan Program
Keuangan

Sumber Daya Manusia
Kearsipan

Dukungan operasional organisasi
Akuntabilitas kinerja
Dukungan umum organisasi
Organisasi dan tata kelola
Kebijakan dan organisasi
Data dan informasi
Manajemen SPBE

Layanan terintegrasi

Lintas organisasi

Kerja sama

Gambar 1.4.4.3. Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
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D. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional,

selanjutnya diklasifikasikan kedalam 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. Domain aplikasi: mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain
aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat
nasional;

b. Area aplikasi: menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan,
sebagai tingkat 2 (kedua), menjadi struktur di tingkat nasional,

c. Kategori aplikasi: menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan
spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai
tingkat 3 (ketiga); dan

d. Sub kategori aplikasi: menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4
(empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam

mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.
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Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut:

* Referensi Arsitektur Aplikasi

Tingkat 1 (Domain Aplikasi)

Tingkat 2 (Area Aplikasi)

‘ Tingkat 3 (Kategori Aplikasi) J

Instansi Pusat ‘ Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan) ]
Instansi Pemerintah Daerah |

Taksonomi Referensi

Gambar 1.4.4.4. Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
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E. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Domain arsitektur infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. Domain infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur
sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. Area infrastruktur, menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur
dalam mendukung pengelolaan aplikasi, data dan informasi yang kemudian
dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua) dan menjadi
struktur di tingkat nasional; dan

c. Kategori infrastruktur, menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3

(ketiga) yang menjadi struktur di tingkat nasional.
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Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut:

Referensi Arsitektur Infrastruktur

Tingkat 1 (Domain Infrastruktur)

Tingkat 2 (Area Infrastruktur)

Kode [ Referensi Arsitektur [

Deskripsi Refercnsi Arsitektur

Fasilitas Komputasi (01)

Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur)

Tingkat 4 (Sub Kategori Infrastruktur)

Taksonomi Referensi

01.01 Pusat Data Nasional Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan,
penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data
01.02 | Pusat Komputasi Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan
komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi
tertentu
01.03 Pusat Kendali Fasilitas yang digunakan untuk keperluan
pengendalian dan pengoperasian dari sebuah
lingkungan sistem
Sistem Integrasi (02)
02.01 Jaringan Intra Jaringan tertutup yang menghubungkan antara
Pemerintah subsistem atau simpul jaringan dalam satu
sistem/organisasi
02.02 Sistem Penghubung Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar
Layanan Pemenntah aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan
Platform (03)
03.01 Kerangka Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan
Infrastruktur dan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi
Aplikasi
03.02 Komputas: Awan Lingkungan dengan virtuahsasi sebaga layanan

platform berdasarkan teknolog ¢loud untuk lingkungan
kerja aphkasi

Gambar 1.4.4.5. Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)
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F. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi
Domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional yang
selanjutnya merupakan substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan
struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

a. Domain keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan
terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan pertimbangan kelayakan
keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan

b. Area keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap

data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua),

yang menjadi struktur di tingkat nasional.
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Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut.

Kode ] Referensi Arsitektur

Deskripai Referensi Arnitektar

Standar Keamanan (01)

01.01

Standar Teknis dan

Prosedur Keamanan
SPBE

Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan
untuk penerapan Keamanan SPBE.

01.02 Standar Keamanan Standar inter ional yang di } bag:
Internasional pendukung dan untuk meningkatkan penerapan
Keamanan SPBE.
Regulasi lainnya Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE 01.03

terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE,
yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan
Keamanan SPBE.

Tingkat 1 (Domain Keamanan)

Penerapan Keamanan (02)

02.01 kesadaran Keamanan Bentuk kegiatan di [PPD untuk meningkatkan
SPBE kesadaran keamanan SPBE.
T| n gkat 2 (Area Kea manan ) 02.02 kerentanan Keamanan | Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi
SPEE I dan risiko k SPBE.
02.03 peningkatan Kenmanan| Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan
SPEE keamanan SPBE.
02.04 penanganan insiden Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi,
Keamanan SPBE memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan
SPEE.
Kelaikan Keamanan (03)
03.01 Kelaikan Keamanan Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang
Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian ker secara
mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional.
Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum
yang telah d kan rek dasi kelail
keamanan.
_ 03.02 Kelaikan K Uji kelnikan |} terhadap Infrastruktur SPBE
Taksonomi Referensi Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian
Nasional ker secara diri di IPPD dan verifikasi di

tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah
daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah

" 1 L At Lennlail
P An 1

Gambar 1.4.4.6. Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi (RAK)
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Bab Il Visi dan Misi
Strategi SPBE




2.1. Visi

Secara umum, arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen juga

harus mengacu pada visi SPBE Nasional yaitu:

"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan
menyeiuruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."

Berdasarkan hal tersebut, visi SPBE Nasional ini perlu diselaraskan, disinkronisasikan,
dan diharmonisasikan dengan visi dan misi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen guna
mendefinisikan arsitektur dan peta rencana SPBE yang sesuai. Adapun visi Pemerintah
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026:

“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan
Semangat Gotong Royong”

Mengacu pada dua hal tersebut pondasi strategi dalam arsitektur dan peta jalan SPBE,
Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024-2026. Lebih jauh, visi Pemerintah Kabupaten Sragen
tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kabupaten
Sragen guna menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, inovatif,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
Berbagai upaya pencapaian visi SPBE dan strategi pencapaian implementasi SPBE yang dapat
digunakan antara lain, yaitu:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola SPBE yang terpadu;

2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan
menjangkau masyarakat luas;

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan
andal; dan

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, merujuk pada visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Pemerintah Kabupaten
Sragen antara lain, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan

3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
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Sebagai turunan dari visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten
Sragen, yaitu:
1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM TIK.

= EL I Rencana induk [l Arsitektur SPBE [l Proses Bisnis Rencana dan Data dan = Risib Manajemen
Pemerintahan SPBE Nasional Masional SPBE Anggaran SPBE Informasi Wanspems Keamanan Informasi
M
Teknologi

informasi dan

Komunikasi -
Aplikasi SPBE Keamanan SPBE Manajemen SOM F'
Layanan _ m o s -

Manajemen SPBE
Tata Kelola SPBE Serangkaian Proses untuk mencapai
Kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan, menegendalikan pelaksanaan SPBE secara pelaksanaan SPBE efisien, efektif, dan
terpadu berkesinambunan serta layanan SPBE yang
berkualitas

Gambar 2.1.1. Unsur-unsur dalam SPBE

2.2. Strategi Peningkatan SPBE

Berdasarkan hasil Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022,
strategi peningkatan indeks SPBE meliputi 4 domain, yaitu: kebijakan, tata kelola, manajemen
dan layanan. Secara khusus, perlu adanya peningkatan indeks SPBE khususnya pada domain

kebijakan dan manajemen agar mencapai target level 4 (empat).
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INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. SRAGEN

Nama Indeks Nilai 2022
SPBE 31
Domain Kebijakan SPBE 3,10
Kebijakan Internal Tata Kedola SPBE 410
Domain Tata Kelola SPSE 240
Perencanaan Strategis SPBE 1.50
Teknologi informasi don Komunikas 300
Penyelenggare SPBE 300
Domain Manajernen SPEE 2,00
Penerapan Manajemen SPBE 213
Audit TiK 147
Domain Layanan SPBE 387
Layanan Administrasi Pemerintahaon Berbasis Elektronik 190
Layanan Publik Berbasis Elektronik 183

Gambar 2.2.1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen
(Sumber: laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Sragen, 2022)

Merujuk pada Gambar 2.2.1. dapat disimpulkan bahwa anggota dalam Tim Koordinasi
SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen belum sepenuhnya aktif berkolaborasi dalam penerapan
tata kelola dan manajemen SPBE. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan indeks pada

seluruh domain SPBE perlu dilakukan beberapa best practices yang dirinci pada Tabel berikut.

Tabel 2.2.1. Strategi Peningkatan Indeks SPBE

Peluang Peningkatan Indeks SPBE Penanggung
Jawab
1 Indikator 1. Melakukan reviu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, Diskominfo
1 sampai 10 memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan
terkait Kebijakan dalam pedoman evaluasi SPBE;
SPBE 2. Melakukan revisi/perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai

dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat.

2 Indikator 16 1. Server Pemerintah Kabupaten Sragen terintegrasi dengan Diskominfo
terkait Layanan jaringan Pusat Data Nasional; dan
Pusat Data 2. Melakukan evaluasi atas operasional Pusat Data milik

Pemerintah Kabupaten Sragen.

3 Indikator 17 1. Mengembangkan konektivitas ke seluruh perangkat daerah Diskominfo
terkait Jaringan (Metro Area Network) yang terpusat di Diskominfo sebagai
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Intra Pemerintah

Peluang Peningkatan Indeks SPBE

NOC nya;

Memastikan seluruh ruangan perangkat daerah tercover
radius Access Point; dan

Melakukan evaluasi atas operasional Jaringan Intra milik
Pemerintah Kabupaten Sragen.

Penanggung
Jawab

4 Indikator 19 Mendefinisikan jadwal kegiatan program kerja Tim Tim Koordinasi
terkait Tim Koordinasi SPBE dan disahkan dalam Surat Keputusan SPBE
Koordinasi SPBE Bupati.

5 Indikator 20 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kolaborasi dalam Tim Koordinasi
terkait Kolaborasi penerapan peta rencana SPBE. SPBE
Penerapan SPBE

6 Indikator 21 - 28 Mengkaji manajemen SPBE dan menerapkannya di OPD Terkait
terkait lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai pedoman
Manajemen SPBE yang ditetapkan;

2. Melakukan kegiatan manajemen SPBE secara berkelanjutan;
dan

3. Melakukan reviu dan perbaikan atas penerapan manajemen
SPBE.

2.3. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi SPBE Nasional dan visi pemerintah Kabupaten Sragen serta
analisis hasil evaluasi SPBE terakhir diperoleh sepuluh inisiatif sebagai prioritas pengembangan
SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu:

1.  Reviu kebijakan terkait SPBE yang sudah ada;

2. Melakukan efisiensi proses bisnis dengan melakukan digitalisasi pada proses bisnis yang
kompleks guna memberikan pelayanan administrasi internal maupun publik yang lebih
prima;

3. Pengembangan aplikasi khusus guna mendukung implementasi layanan tematik SPBE,
aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Sragen setidaknya harus memenuhi syarat
indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana aplikasi khusus harus dapat terintegrasi
dengan aplikasi lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh
instansi lain;

4. Pengembangan platform integrasi layanan elektronik yang sudah berjalan dengan
menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh
perangkat daerah, seperti: optimalisasi berbagai SOP yang sudah ada terutama yang
berkaitan dengan pihak ketiga dan pelaksanaan berkelanjutan;

5. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas (pusat data, jaringan intra pemerintah dan

sistem penghubung layanan pemerintah) untuk optimalisasi layanan elektronik di
internal Pemerintah Kabupaten yang berkelanjutan;

6. Penyesuaian tim Koordinasi SPBE (terutama pembentukan pokja);
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7. Optimalisasi forum kolaborasi penerapan SPBE baik dengan internal maupun dengan
instansi pusat;

8. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM dengan kualifikasi Tl secara terencana dan
berkesinambungan;
Menyusun pedoman, penerapan & optimalisasi manajemen SPBE; dan

10. Melakukan audit atas operasional SPBE yang meliputi audit infrastruktur, aplikasi dan

keamanan secara berkala.
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Bab lil Analisa
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3.1. Kebijakan & Manajemen

3.1.1. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerapkan beberapa layanan administrasi
pemerintah maupun layanan publik. Pengembangan layanan SPBE telah didukung oleh
kebijakan internal SPBE yang terlihat pada hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun 2022, dimana domain kebijakan memperoleh nilai 3.10 (penilaian kebijakan dasar untuk
penerapan SPBE dinilai sudah maksimal). Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan

internal SPBE dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.1 Mandatori Kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen

n

1. Kebijakan Tim Koordinasi SPBE Sudah Ada
2. Kebijakan Manajemen Data Sudah Ada
3. Kebijakan Arsitektur SPBE Sudah Ada
4 Kebijakan Peta Rencana SPBE Sudah Ada
5. Kebijakan Layanan Pusat Data Sudah Ada
6. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Sudah Ada
7. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Sudah Ada
8. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Sudah Ada
Daerah
9. Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi Sudah Ada
10.  Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sudah Ada

Berdasarkan sepuluh mandatori kebijakan internal SPBE, Pemerintah Kabupaten Sragen

telah menyusun seluruh kebijakan tersebut.
3.1.2. Manajemen

Pengembangan dan penerapan SPBE tentu harus diimbangi dengan penerapan
manajemen guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai
dengan ekspektasi. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022 khususnya
pada domain manajemen SPBE memperoleh nilai 2.00. Layanan SPBE tanpa didukung dengan
penerapan manajemen yang optimal dapat berimplikasi pada pelayanan yang kurang baik.
Terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE, yakni: SDM (people)
—Manajemen (process) —Layanan IT (technology). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan

mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang dijelaskan sebagai berikut:
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Tabel 3.1.2.1. Mandatori Manajemen SPBE Kabupaten Sragen

“

1. Penerapan Manajemen Risiko SPBE Sedang diterapkan
2. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi Belum diterapkan
3. Penerapan Manajemen Data Belum diterapkan
4.  Penerapan Manajemen Aset TIK Belum diterapkan
5. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Belum diterapkan
6.  Penerapan Manajemen Pengetahuan Belum diterapkan
7.  Penerapan Manajemen Perubahan Belum diterapkan
8.  Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE Belum diterapkan

Berdasarkan dari delapan mandatori Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Sragen
belum menerapkan mandatori manajemen SPBE dan kedepannya perlu adanya penerapan
manajemen SPBE secara optimal dapat meningkatkan kualitas layanan publik, menghilangkan
duplikasi data, membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kompleksitas
birokrasi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan pemerintah.
3.2. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sragen mengacu pada Peraturan Presiden Nomor
132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur ini disusun sebagai pedoman
pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan SPBE yang optimal. Selain itu,
Arsitektur SPBE ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang

terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis

Secara umum, arsitektur proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang
dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan

dokumen Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen.
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3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis

Katalog proses bisnis berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Sragen. Katalog disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sragen, dimana Level 1,2, dan 3
mengacu pada kodefikasi arsitektur proses bisnis SPBE nasional serta untuk level 4 hingga level 5 mengacu pada proses bisnis Kabupaten Sragen. Tabel berikut ini
merupakan ringkasan dari katalog proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun katalog proses bisnis selengkapnya ditunjukkan pada link:

https://bit.ly/metadataspbesragen.

Tabel 3.2.1.1.1. Daftar Proses Bisnis yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen

— RAB Level 1

— RAB Level 4
Nama Bisnis/Urusan Nasional

(Dependency)

— RAB Level 3
(Dependency)

— RAB Level 2 — RAB Level 5

(Dependency)

ID Proses — Unit Kerja

(Dependency)

Bisnis e (Dependency)

SRG.01 Penumbuh-Kembangan Industri RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.01 Industri RAB.02.01.02 Dinas Koperasi, UKM,
Dalam Negeri Industri Penumbuh-Kembangan Perindustrian dan
Industri Dalam Negeri Perdagangan
SRG.01.01 Pengelolaan Sistem Informasi RAB.02 Ekonomi dan RAB.02.01 Industri RAB.02.01.02 Dinas Koperasi, UKM,

SRG.01.01.01

SRG.01.01.02

SRG.01.01.03

SRG.01.02

SRG.01.02.01

Industri Dalam Negeri

Penyediaan Informasi Izin Perluasan

Usaha Industri (IPUI)

Penyediaan Informasi Izin Usaha

Industri (1U1)

Penyediaan Informasi Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI)

Pengendalian Izin Usaha Industri
Penerbitan Izin Perluasan Kawasan

Industri (IPKI) Berbasis Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.07 Industri

RAB.02.01 Industri

Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri

SRG.01.01. Pengelolaan
Sistem Informasi Industri
Dalam Negeri
SRG.01.01. Pengelolaan
Sistem Informasi Industri
Dalam Negeri
SRG.01.01. Pengelolaan
Sistem Informasi Industri
Dalam Negeri

SRG.01.02. Pengendalian Izin
Usaha Industri

Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
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ID Proses

Bisnis

SRG.01.02.02

SRG.01.02.03

SRG.01.02.04

SRG.01.03

SRG.01.03.01

SRG.02

SRG.02.01

SRG.02.01.01

SRG.03

SRG.03.01

SRG.03.02

Nama Bisnis/Urusan

Penerbitan Izin Perluasan Usaha
Industri (IPUI) Berbasis Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Penerbitan Izin Usaha Industri (1UI)
Berbasis Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINAS)

Penerbitan Izin Usaha Kawasan
Industri (IUKI) Berbasis Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Perencanaan dan Pembangunan
Industri

Pengelolaan Rencana Pembangunan
Industri

Pengelolaan Standar Nasional
Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional

Penyediaan Informasi Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)

Penggunaan Produk Dalam Negeri
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Promosi Penggunaan Produk Dalam
Negeri

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

— RAB Level 3
(Dependency)

RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.02
Penumbuh-Kembangan
Industri Dalam Negeri
RAB.02.01.05
Pengelolaan Standar
Nasional
RAB.02.01.05
Pengelolaan Standar
Nasional
RAB.02.01.05
Pengelolaan Standar
Nasional
RAB.02.01.06
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
RAB.02.01.06
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
RAB.02.01.06
Penggunaan Produk
Dalam Negeri

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.01.02. Pengendalian Izin
Usaha Industri

SRG.01.02. Pengendalian Izin
Usaha Industri

SRG.01.02. Pengendalian Izin
Usaha Industri

SRG.01.03. Perencanaan dan
Pembangunan Industri

SRG.02.01. Pengelolaan
Sistem Informasi Industri
Nasional

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
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— RAB Level 1

. — RAB Level 4
Nasional

(Dependency)

— RAB Level 3
(Dependency)

— RAB Level 2
(Dependency)

— RAB Level 5
(Dependency)

ID Proses
Bisnis

— Unit Kerja
(Dependency)

Nama Bisnis/Urusan

SRG.04

SRG.04.01

SRG.04.01.01

SRG.04.02

SRG.04.02.01

SRG.05

SRG.05.01

SRG.05.01.01

SRG.06

SRG.06.01

SRG.06.02

Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan

Produk Digital

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Ekosistem Ekonomi

Kreatif Daerah

Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Kapasitas Pelaku

Ekonomi Kreatif

Pembinaan Perdagangan Regional

Peningkatan Sarana Distribusi

Perdagangan

Pembinaan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan Masyarakat

Pengelolaan Perdagangan

Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting

(Dependency)
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.01 Industri

RAB.02.02

Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.01.07
Pengelolaan Ekonomi
Kreatif dan Produk Digital
RAB.02.01.07
Pengelolaan Ekonomi
Kreatif dan Produk Digital
RAB.02.01.07
Pengelolaan Ekonomi
Kreatif dan Produk Digital
RAB.02.01.07
Pengelolaan Ekonomi
Kreatif dan Produk Digital
RAB.02.01.07
Pengelolaan Ekonomi
Kreatif dan Produk Digital
RAB.02.02.01 Pembinaan
Perdagangan Regional

RAB.02.02.01 Pembinaan
Perdagangan Regional

RAB.02.02.01 Pembinaan
Perdagangan Regional

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

SRG.04.01. Pengembangan
Ekonomi Kreatif

SRG.04.02. Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

SRG.05.01. Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan

Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
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ID Proses

Bisnis

SRG.06.02.01

SRG.06.02.02

SRG.06.02.03

SRG.06.03

SRG.06.03.01

SRG.06.03.02

SRG.07

SRG.07.01

SRG.07.01.01

SRG.08

SRG.08.01

Nama Bisnis/Urusan

Pengawasan Pupuk Pestisida
Bersubsidi

Pengelolaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting

Pengendalian Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting

Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen

Pengawasan Metrologi Legal berupa
Tera dan Tera Ulang

Pengelolaan Metrologi Legal berupa
Tera dan Tera Ulang

Perdagangan Dalam Negeri

Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pemasaran Penggunaan Produk

Dalam Negeri

Ekspor Impor

Pengembangan Ekspor

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

— RAB Level 3
(Dependency)

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

RAB.02.02.02
Pengelolaan Perdagangan

RAB.02.02.03
Perdagangan Dalam
Negeri
RAB.02.02.03
Perdagangan Dalam
Negeri
RAB.02.02.03
Perdagangan Dalam
Negeri
RAB.02.02.04 Ekspor
Impor

RAB.02.02.04 Ekspor
Impor

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.06.02. Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
SRG.06.02. Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
SRG.06.02. Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

SRG.06.03. Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen

SRG.06.03. Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen

SRG.07.01. Pemasaran
Produk Dalam Negeri

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
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ID Proses

Bisnis

SRG.08.01.01

SRG.08.01.02

SRG.08.01.03

SRG.09

SRG.09.01

SRG.10

SRG.10.01

SRG.10.01.01

SRG.10.01.02

SRG.10.01.03

SRG.10.01.04

SRG.10.01.05

Nama Bisnis/Urusan

Pameran Dagang Produk Ekspor
Unggulan

Promosi Dagang Produk Ekspor
Unggulan

Promosi Misi Dagang Produk Ekspor
Unggulan

Pembinaan Pertanian Regional
Penyuluhan Pertanian

Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pertanian

Pengelolaan Sarana Pertanian

Pembangunan Prasarana Pertanian

Pengawasan Sarana Pertanian

Pengelolaan Mikro Organisme

Pengelolaan Peredaran Benih/Bibit

Ternak

Pengelolaan Peredaran Hijauan
Pakan Ternak

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.02
Perdagangan

RAB.02.03 Pertanian
RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

— RAB Level 3
(Dependency)

RAB.02.02.04 Ekspor
Impor

RAB.02.02.04 Ekspor
Impor

RAB.02.02.04 Ekspor
Impor

RAB.02.03.01 Pembinaan
Pertanian Regional
RAB.02.03.01 Pembinaan
Pertanian Regional
RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.08.01. Pengembangan
Ekspor

SRG.08.01. Pengembangan
Ekspor

SRG.08.01. Pengembangan
Ekspor

SRG.10.01. Pengelolaan
Sarana Pertanian

SRG.10.01. Pengelolaan
Sarana Pertanian

SRG.10.01. Pengelolaan
Sarana Pertanian

SRG.10.01. Pengelolaan
Sarana Pertanian

SRG.10.01. Pengelolaan
Sarana Pertanian

— RAB Level 5
(Dependency)

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
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ID Proses

Bisnis

SRG.10.01.06

SRG.10.01.07

SRG.10.01.08

SRG.11

SRG.11.01

SRG.11.01.01

SRG.11.01.02

SRG.11.02

SRG.11.02.01

SRG.11.03

SRG.11.03.01

SRG.11.04

SRG.11.04.01

Nama Bisnis/Urusan

Pengelolaan Sumber Daya Genetik
(SDG) Hewan

Pengelolaan Tumbuhan

Pengembangan Prasarana Pertanian

Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan

Pengelolaan Peta Kerentanan
Pangan
Pengelolaan Peta Ketahanan Pangan

Pengawasan Keamanan Pangan

Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Daerah

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Pengelolaan Infrastruktur dan
Seluruh Pendukung Kemandirian
Pangan

Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat
Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Angka Kecukupan Gizi

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian
RAB.02.03 Pertanian
RAB.02.03 Pertanian
RAB.02.03 Pertanian
RAB.02.03 Pertanian
RAB.02.03 Pertanian
RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

— RAB Level 3
(Dependency)

Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.03 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan
RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.10.01. Pengelolaan
Sarana Pertanian

SRG.10.01. Pengelolaan
Sarana Pertanian

SRG.10.01. Pengelolaan
Sarana Pertanian

SRG.11.01. Penanganan
Kerawanan Pangan
SRG.11.01. Penanganan
Kerawanan Pangan

SRG.11.02. Pengawasan
Keamanan Pangan

SRG.11.03. Pengelolaan
Sumber Daya Ekonomi
Kedaulatan dan Kemandirian
Pangan

SRG.11.04. Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

— RAB Level 5
(Dependency)

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
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ID Proses

Bisnis

SRG.11.04.02

SRG.11.04.03

SRG.11.04.04

SRG.12

SRG.12.01

SRG.12.01.01

SRG.12.01.02

SRG.12.01.03

SRG.12.01.04

SRG.12.01.05

Nama Bisnis/Urusan

Pengelolaan Keseimbangan

Cadangan Pangan

Penyaluran Pangan Lain

Penyaluran Pangan Pokok

Pembinaan Peternakan Regional

Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pelayanan Jasa Laboratorium

Daerah

Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Daerah

Pengawasan Pemasukan Hewan

Daerah

Pengawasan Pengeluaran Hewan

Daerah

Pengawasan Produk Hewan Daerah

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.03 Pertanian

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

— RAB Level 3
(Dependency)

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.03.04 Ketahanan
Pangan

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional
RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional
RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.11.04. Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat
SRG.11.04. Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat
SRG.11.04. Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

— RAB Level 5
(Dependency)

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
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ID Proses

Bisnis

SRG.12.01.06

SRG.12.01.07

SRG.12.01.08

SRG.12.01.09

SRG.13

SRG.13.01

SRG.13.02

SRG.14

SRG.14.01

SRG.14.01.01

SRG.14.01.02

SRG.14.01.03

SRG.14.01.04

Nama Bisnis/Urusan

Pengelolaan Persyaratan Teknis
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengelolaan Persyaratan Teknis
Kesejahteraan Hewan

Penjaminan Kesehatan Hewan

Penjaminan Penutupan dan
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
Hewan Menular

Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pembudidayaan lkan
Penyaluran Pemberdayaan
Pembudidaya Ikan Kecil
Pembinaan Perikanan Regional
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil
Pengelolaan Penangkapan lkan
Danau

Pengelolaan Penangkapan lkan

Genangan Air Lain
Pengelolaan Penangkapan lkan

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan

RAB.02.05 Peternakan
RAB.02.05 Peternakan
RAB.02.05 Peternakan
RAB.02.06 Perikanan
RAB.02.06 Perikanan
RAB.02.06 Perikanan
RAB.02.06 Perikanan
RAB.02.06 Perikanan

RAB.02.06 Perikanan

— RAB Level 3
(Dependency)

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

RAB.02.05.01 Pembinaan
Peternakan Regional

RAB.02.05.06 Perikanan
Budidaya

RAB.02.05.06 Perikanan
Budidaya

RAB.02.05.06 Perikanan
Budidaya

RAB.02.06.01 Pembinaan
Perikanan Regional
RAB.02.06.01 Pembinaan
Perikanan Regional
RAB.02.06.01 Pembinaan
Perikanan Regional
RAB.02.06.01 Pembinaan
Perikanan Regional
RAB.02.06.01 Pembinaan
Perikanan Regional
RAB.02.06.01 Pembinaan

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

SRG.12.01. Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

SRG.14.01. Pengelolaan
Perikanan Tangkap
SRG.14.01. Pengelolaan
Perikanan Tangkap
SRG.14.01. Pengelolaan
Perikanan Tangkap
SRG.14.01. Pengelolaan

— RAB Level 5
(Dependency)

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
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ID Proses

Bisnis

SRG.14.01.05

SRG.14.01.06

SRG.15

SRG.15.01

SRG.15.01.01

SRG.15.01.02

SRG.15.01.03

SRG.15.01.04

SRG.16

SRG.16.01

SRG.16.01.01

SRG.16.01.02

Nama Bisnis/Urusan

Rawa

Pengelolaan Penangkapan lkan
Sungai

Pengelolaan Penangkapan Ikan
Waduk

Pengelolaan Hasil Perikanan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan

Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Usaha Pemasaran
Skala Mikro dan Kecil

Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Usaha Pengolahan

Penerbitan Tanda Daftar Usaha
Pengolahan Hasil Perikanan Usaha
Skala Mikro dan Kecil

Penyaluran Bahan Baku Industri
Pengolahan Ikan

Pembinaan Penanaman Modal
Regional

Pengembangan Iklim Penanaman
Modal

Pembuatan Peta Potensi Investasi

Penetapan Pemberian

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.06 Perikanan
RAB.02.06 Perikanan

RAB.02.06 Perikanan

RAB.02.06 Perikanan

RAB.02.06 Perikanan

RAB.02.06 Perikanan

RAB.02.06 Perikanan

RAB.02.06 Perikanan

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

— RAB Level 3
(Dependency)

Perikanan Regional
RAB.02.06.01 Pembinaan
Perikanan Regional
RAB.02.06.01 Pembinaan
Perikanan Regional
RAB.02.06.03
Pengelolaan Hasil
Perikanan

RAB.02.06.03
Pengelolaan Hasil
Perikanan

RAB.02.06.03
Pengelolaan Hasil
Perikanan

RAB.02.06.03
Pengelolaan Hasil
Perikanan

RAB.02.06.03
Pengelolaan Hasil
Perikanan

RAB.02.06.03
Pengelolaan Hasil
Perikanan

RAB.02.08.01 Pembinaan
Penanaman Modal
Regional

RAB.02.08.01 Pembinaan
Penanaman Modal
Regional

RAB.02.08.01 Pembinaan
Penanaman Modal
Regional

RAB.02.08.01 Pembinaan

— RAB Level 4
(Dependency)

Perikanan Tangkap
SRG.14.01. Pengelolaan
Perikanan Tangkap
SRG.14.01. Pengelolaan
Perikanan Tangkap

SRG.15.01. Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

SRG.15.01. Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

SRG.15.01. Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

SRG.15.01. Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

SRG.16.01. Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

SRG.16.01. Pengembangan

— RAB Level 5
(Dependency)

— Unit Kerja
(Dependency)

Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
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ID Proses

Bisnis

SRG.16.02

SRG.16.02.01

SRG.16.03

SRG.16.03.01

SRG.17

SRG.17.01

SRG.17.01.01

SRG.17.02

SRG.17.02.01

SRG.18

SRG.18.01

Nama Bisnis/Urusan

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)

Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman  Industri

Modal
Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian Penanaman Modal
Kewenangan Daerah

Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal Kewenangan

Daerah
Manajemen Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Non Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Informasi Non
Perizinan Terintegrasi

Manajemen Perizinan Penanaman
Modal

Pelayanan Perizinan Penanaman

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan

— RAB Level 2

(Dependency)

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

— RAB Level 3
(Dependency)

Penanaman Modal
Regional

RAB.02.08.01 Pembinaan
Penanaman Modal
Regional

RAB.02.08.01 Pembinaan
Penanaman Modal
Regional

RAB.02.08.01 Pembinaan
Penanaman Modal
Regional

RAB.02.08.01 Pembinaan
Penanaman Modal
Regional

RAB.02.08.02 Manajemen
Penanaman Modal

RAB.02.08.02 Manajemen
Penanaman Modal

RAB.02.08.02 Manajemen
Penanaman Modal

RAB.02.08.02 Manajemen
Penanaman Modal

RAB.02.08.02 Manajemen
Penanaman Modal

RAB.02.08.03 Manajemen
Perizinan Penanaman
Modal

RAB.02.08.03 Manajemen

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

Iklim Penanaman Modal

SRG.16.02. Pengendalian
Penanaman Modal

SRG.16.03. Promosi
Penanaman Modal

SRG.17.01. Pelayanan
Penanaman Modal

SRG.17.02. Pengelolaan Data
dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

— Unit Kerja
(Dependency)

dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
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ID Proses

Bisnis

SRG.18.01.01

SRG.18.02

SRG.19

SRG.19.01

SRG.19.02

SRG.20

SRG.20.01

SRG.20.01.01

SRG.20.01.02

SRG.20.02

SRG.20.02.01

Nama Bisnis/Urusan

Modal

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu

Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan Terintegrasi

Pembinaan Koperasi
Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi

Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian

Pengawasan Koperasi

Pengawasan dan Pemeriksaan
Koperasi

Pengelolaan Koperasi

Pengelolaan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Penilaian Kesehatan KSP/USP
Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.08 Investasi

RAB.02.09 Koperasi

RAB.02.09 Koperasi

RAB.02.09 Koperasi

RAB.02.09 Koperasi

RAB.02.09 Koperasi

RAB.02.09 Koperasi

RAB.02.09 Koperasi

RAB.02.09 Koperasi

RAB.02.09 Koperasi

— RAB Level 3
(Dependency)

Perizinan Penanaman
Modal

RAB.02.08.03 Manajemen
Perizinan Penanaman
Modal

RAB.02.08.03 Manajemen
Perizinan Penanaman
Modal

RAB.02.09.01 Pembinaan
Koperasi

RAB.02.09.01 Pembinaan
Koperasi

RAB.02.09.01 Pembinaan
Koperasi

RAB.02.09.04
Pengawasan Koperasi

RAB.02.09.04
Pengawasan Koperasi

RAB.02.09.04
Pengawasan Koperasi

RAB.02.09.04
Pengawasan Koperasi

RAB.02.09.04
Pengawasan Koperasi

RAB.02.09.04

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.18.01. Pelayanan
Perizinan Penanaman Modal

SRG.20.01. Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi

SRG.20.01. Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi

SRG.20.02. Penilaian

— RAB Level 5
(Dependency)

— Unit Kerja
(Dependency)

dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
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ID Proses

Bisnis

SRG.21

SRG.21.01

SRG.21.01.01

SRG.21.01.02

SRG.21.01.03

SRG.22

SRG.22.01

SRG.22.01.01

SRG.22.01.02

Nama Bisnis/Urusan

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi

Pembinaan Usaha Kecil dan
Menengah

Perizinan dan Pendaftaran
Perusahaan

Penerbitan Izin Pengelolaan Izin
Usaha Toko Swalayan

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar
Rakyat

Penerbitan Izin Pengelolaan Pusat
Perbelanjaan

Pemberdayaan dan Pembiayaan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro melalui
Kemitraan

Pemberdayaan Usaha Mikro melalui
Kemudahan Perizinan

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan

Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil

dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

— RAB Level 3
(Dependency)

Pengawasan Koperasi

RAB.02.10.01 Pembinaan
Usaha Kecil dan
Menengah

RAB.02.10.01 Pembinaan
Usaha Kecil dan
Menengah

RAB.02.10.01 Pembinaan
Usaha Kecil dan
Menengah

RAB.02.10.01 Pembinaan
Usaha Kecil dan
Menengah

RAB.02.10.01 Pembinaan
Usaha Kecil dan
Menengah

RAB.02.10.04
Pemberdayaan dan
Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
RAB.02.10.04
Pemberdayaan dan
Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
RAB.02.10.04
Pemberdayaan dan
Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
RAB.02.10.04
Pemberdayaan dan
Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

Kesehatan KSP/USP
Koperasi

SRG.21.01. Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

SRG.21.01. Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

SRG.21.01. Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

SRG.22.01. Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)

SRG.22.01. Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)

— Unit Kerja
(Dependency)

Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
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ID Proses

Bisnis

SRG.22.01.03

SRG.22.01.04

SRG.22.02

SRG.22.02.01

SRG.23

SRG.23.01

SRG.23.01.01

SRG.23.01.02

SRG.23.01.03

SRG.23.01.04

SRG.23.01.05

SRG.23.01.06

SRG.23.02

Nama Bisnis/Urusan

Pemberdayaan Usaha Mikro melalui

Pendataan

Pemberdayaan Usaha Mikro melalui
Penguatan Kelembagaan Para

Pemangku Kepentingan

Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro
Orientasi Peningkatan Skala Usaha

Pembinaan Pariwisata Regional

Pemasaran Pariwisata

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri RAB.02 Ekonomi dan

Daya Tarik Pariwisata

Industri

Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri RAB.02 Ekonomi dan

Destinasi Pariwisata

Industri

Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri RAB.02 Ekonomi dan

Kawasan Strategis Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Luar Negeri

Daya Tarik Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Luar Negeri

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Luar Negeri
Kawasan Strategis Pariwisata
Peningkatan Daya Tarik Destinasi

Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri
RAB.02 Ekonomi dan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.10 Usaha Kecil
dan Menengah

RAB.02.11 Pariwisata
RAB.02.11 Pariwisata
RAB.02.11 Pariwisata
RAB.02.11 Pariwisata
RAB.02.11 Pariwisata
RAB.02.11 Pariwisata
RAB.02.11 Pariwisata
RAB.02.11 Pariwisata

RAB.02.11 Pariwisata

— RAB Level 3
(Dependency)

RAB.02.10.04
Pemberdayaan dan
Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
RAB.02.10.04
Pemberdayaan dan
Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
RAB.02.10.04
Pemberdayaan dan
Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
RAB.02.10.04
Pemberdayaan dan
Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.22.01. Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)

SRG.22.01. Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)

SRG.22.02. Pengembangan
UMKM

SRG.23.01. Pemasaran
Pariwisata
SRG.23.01. Pemasaran
Pariwisata
SRG.23.01. Pemasaran
Pariwisata
SRG.23.01. Pemasaran
Pariwisata
SRG.23.01. Pemasaran
Pariwisata
SRG.23.01. Pemasaran
Pariwisata

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
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ID Proses

Bisnis

SRG.23.02.01

SRG.23.02.02

SRG.23.02.03

SRG.24

SRG.24.01

SRG.24.02

SRG.24.02.01

SRG.24.02.02

SRG.24.02.03

SRG.24.03

SRG.24.04

Nama Bisnis/Urusan
Pariwisata
Penetapan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata Daerah

Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan

Umum

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penataan Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan (IMB)

Penyelenggaraan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung

Pengelolaan Sistem Drainase

Pengembangan Jasa Konstruksi

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
Industri
RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.02 Ekonomi dan
Industri

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.02.11 Pariwisata

RAB.02.11 Pariwisata

RAB.02.11 Pariwisata

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

— RAB Level 3
(Dependency)

Pariwisata Regional
RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional

RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional

RAB.02.11.01 Pembinaan
Pariwisata Regional

RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.23.02. Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

SRG.23.02. Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

SRG.23.02. Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

SRG.24.02. Penataan
Bangunan Gedung

SRG.24.02. Penataan
Bangunan Gedung

SRG.24.02. Penataan
Bangunan Gedung

— Unit Kerja
(Dependency)

dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olah Raga

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum
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ID Proses

Bisnis

SRG.24.04.01

SRG.24.05

SRG.25

SRG.25.01

SRG.25.01.01

SRG.25.02

SRG.25.02.01

SRG.25.02.02

SRG.26

SRG.26.01

SRG.26.02

Nama Bisnis/Urusan

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga

Terampil Konstruksi

Penyelenggaraan Jalan

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Air Limbah

Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Domestik

Pengendalian Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pengumpulan Limbah B3

Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Bangunan Pengaman

Pantai Wilayah Sungai (WS)

Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

— RAB Level 3
(Dependency)

Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.02
Pengelolaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum
RAB.03.01.04
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

RAB.03.01.04
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

RAB.03.01.04
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

RAB.03.01.04
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

RAB.03.01.04
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

RAB.03.01.04
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

RAB.03.01.05
Pengelolaan Sumber Daya
Air

RAB.03.01.05
Pengelolaan Sumber Daya
Air

RAB.03.01.05
Pengelolaan Sumber Daya

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.24.04. Pengembangan
Jasa Konstruksi

SRG.25.01. Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah

SRG.25.02. Pengendalian
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)
SRG.25.02. Pengendalian
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum
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ID Proses

Bisnis

SRG.26.03

SRG.26.04

SRG.27

SRG.27.01

SRG.27.01.01

SRG.28

SRG.28.01

SRG.28.01.01

SRG.29

SRG.29.01

SRG.29.01.01

SRG.29.02

SRG.29.02.01

SRG.29.02.02

Nama Bisnis/Urusan

Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder

Pengembangan Sistem Drainase

Pembinaan Transmigrasi Regional

Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
Penataan Persebaran Penduduk

Bidang Transmigrasi

Pelatihan Kerja dan Produktivitas
Tenaga Kerja Bidang Transmigrasi
Pelatihan Unit Kompetensi

Pengelolaan Transportasi
Pengelolaan Pelayaran

Penetapan Lintas Penyeberangan
dan Persetujuan Pengoperasian
Kapal Penyeberangan
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ)

Audit dan Inspeksi Keselamatan
LLAJ

Manajemen dan Rekayasa Lalu

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

RAB.03.02
Transmigrasi
RAB.03.02
Transmigrasi
RAB.03.02
Transmigrasi
RAB.03.02
Transmigrasi
RAB.03.02
Transmigrasi
RAB.03.02
Transmigrasi

RAB.03.03
Transportasi
RAB.03.03
Transportasi
RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03
Transportasi
RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03

— RAB Level 3
(Dependency)

Air

RAB.03.01.05
Pengelolaan Sumber Daya
Air

RAB.03.01.05
Pengelolaan Sumber Daya
Air

RAB.03.02.01 Pembinaan
Transmigrasi Regional
RAB.03.02.01 Pembinaan
Transmigrasi Regional
RAB.03.02.01 Pembinaan
Transmigrasi Regional
RAB.03.02.02 Bidang
Transmigrasi
RAB.03.02.02 Bidang
Transmigrasi
RAB.03.02.02 Bidang
Transmigrasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi
RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi
RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi
RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.27.01. Pembangunan
Kawasan Transmigrasi

SRG.28.01. Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga
Kerja Bidang Transmigrasi

SRG.29.01. Pengelolaan
Pelayaran

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
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ID Proses

Bisnis

SRG.29.02.03

SRG.29.02.04

SRG.29.02.05

SRG.29.02.06

SRG.29.02.07

SRG.29.02.08

SRG.29.02.09

SRG.29.02.10

SRG.30

SRG.30.01

SRG.30.01.01

Nama Bisnis/Urusan

Lintas Jaringan Jalan

Penerbitan Izin Penyelenggaraan

Pembangunan Fasilitas Parkir

Penetapan Rencana Induk Jaringan

LLAJ

Penetapan Rencana Umum Jaringan

Trayek Perdesaan

Penetapan Rencana Umum Jaringan

Trayek Perkotaan

Pengelolaan Perlengkapan Jalan

Kabupaten/Kota

Pengelolaan Terminal Penumpang

Tipe C

Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

Penyediaan Angkutan Umum Jasa
Angkutan Orang/ Barang Antar Kota

Pengembangan Kawasan
Permukiman

Kawasan Permukiman

Peningkatan Kualitas Kawasan

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan

— RAB Level 2
(Dependency)

Transportasi

RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03
Transportasi

RAB.03.03
Transportasi
RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

— RAB Level 3
(Dependency)

Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.03.02
Pengelolaan Transportasi

RAB.03.04.03
Pengembangan Kawasan
Permukiman
RAB.03.04.03
Pengembangan Kawasan
Permukiman
RAB.03.04.03

— RAB Level 4
(Dependency)

Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.29.02. Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

SRG.30.01. Kawasan

— RAB Level 5
(Dependency)

— Unit Kerja
(Dependency)

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Permukiman dan

Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan

Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
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ID Proses

Bisnis

SRG.30.02

SRG.30.02.01

SRG.30.03

SRG.30.03.01

SRG.31

SRG.31.01

SRG.31.01.01

SRG.31.01.02

SRG.31.01.03

SRG.31.01.04

SRG.31.02

Nama Bisnis/Urusan

Permukiman Kumuh

Kawasan Permukiman Kumuh
Daerah

Pencegahan Kawasan Permukiman
Kumuh Daerah

Pengembangan Permukiman
Penyelenggaraan Infrastruktur
Permukiman Daerah

Penyelenggaraan Perumahan

Pengembangan Perumahan

Pembangunan dan Rehabilitasi

Rumah Korban Bencana

Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah Program Relokasi

Pendataan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana

Pendataan dan Rehabilitasi Rumah
Program Relokasi

Perumahan Daerah

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.04 Perumahan

— RAB Level 3
(Dependency)

Pengembangan Kawasan
Permukiman
RAB.03.04.03
Pengembangan Kawasan
Permukiman
RAB.03.04.03
Pengembangan Kawasan
Permukiman
RAB.03.04.03
Pengembangan Kawasan
Permukiman
RAB.03.04.03
Pengembangan Kawasan
Permukiman
RAB.03.04.05
Penyelenggaraan
Perumahan
RAB.03.04.05
Penyelenggaraan
Perumahan
RAB.03.04.05
Penyelenggaraan
Perumahan
RAB.03.04.05
Penyelenggaraan
Perumahan
RAB.03.04.05
Penyelenggaraan
Perumahan
RAB.03.04.05
Penyelenggaraan
Perumahan
RAB.03.04.05

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

Permukiman

SRG.30.02. Kawasan
Permukiman Kumuh Daerah

SRG.30.03. Pengembangan
Permukiman

SRG.31.01. Pengembangan
Perumahan

SRG.31.01. Pengembangan
Perumahan

SRG.31.01. Pengembangan
Perumahan

SRG.31.01. Pengembangan
Perumahan

— Unit Kerja
(Dependency)

Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
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ID Proses

Bisnis

SRG.31.02.01

SRG.32

SRG.32.01

SRG.32.01.01

SRG.32.01.02

SRG.32.01.03

SRG.32.01.04

SRG.32.02

Nama Bisnis/Urusan

Pencegahan Perumahan Daerah

Pembinaan Pembangunan Regional

Manajemen Pembangunan Daerah

Pengelolaan Data dan Informasi
Pemda Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pengelolaan Pendanaan

Pengelolaan Perencanaan

Pengendalian Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

Penelitian dan Pengembangan
Daerah

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan

dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.03.04 Perumahan

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

— RAB Level 3
(Dependency)

Penyelenggaraan
Perumahan
RAB.03.04.05
Penyelenggaraan
Perumahan

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.31.02. Perumahan
Daerah

SRG.32.01. Manajemen
Pembangunan Daerah

SRG.32.01. Manajemen
Pembangunan Daerah

SRG.32.01. Manajemen
Pembangunan Daerah

SRG.32.01. Manajemen
Pembangunan Daerah

— RAB Level 5
(Dependency)

— Unit Kerja
(Dependency)

Penataan Ruang

Dinas Permukiman dan
Penataan Ruang

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah
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ID Proses

Bisnis

SRG.32.02.01

SRG.32.02.02

SRG.32.02.03

SRG.32.02.04

SRG.32.02.05

SRG.32.02.06

SRG.32.02.07

SRG.32.02.08

SRG.33

Nama Bisnis/Urusan

Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi

Penelitian dan Pengembangan
Bidang Kependudukan

Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan

Penelitian dan Pengembangan

Bidang Peraturan

Penelitian dan Pengembangan

Bidang Sosial

Pengembangan Inovasi

Pengembangan Teknologi

Pembangunan Desa dan Kawasan

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan

— RAB Level 2
(Dependency)

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05

— RAB Level 3
(Dependency)

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.01 Pembinaan
Pembangunan Regional

RAB.03.05.03

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.32.02. Penelitian dan
Pengembangan Daerah

SRG.32.02. Penelitian dan
Pengembangan Daerah

SRG.32.02. Penelitian dan
Pengembangan Daerah

SRG.32.02. Penelitian dan
Pengembangan Daerah

SRG.32.02. Penelitian dan
Pengembangan Daerah

SRG.32.02. Penelitian dan
Pengembangan Daerah

SRG.32.02. Penelitian dan
Pengembangan Daerah

SRG.32.02. Penelitian dan
Pengembangan Daerah

— Unit Kerja
(Dependency)

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset

Daerah

Dinas Pemberdayaan
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ID Proses

Bisnis

SRG.33.01

SRG.33.01.01

SRG.33.02

SRG.33.02.01

SRG.33.03

SRG.33.03.01

SRG.34

SRG.34.01

Nama Bisnis/Urusan

Pedesaan

Administrasi Pemerintahan Desa

Pengelolaan Administrasi

Pemerintahan Desa

Penataan Desa

Penyelenggaraan Penataan Desa

Peningkatan Kerjasama Desa

Fasilitasi Kerjasama antar Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Lembaga Adat

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

— RAB Level 2
(Dependency)

Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan

— RAB Level 3
(Dependency)

Pembangunan Desa dan
Kawasan Pedesaan

RAB.03.05.03
Pembangunan Desa dan
Kawasan Pedesaan

RAB.03.05.03
Pembangunan Desa dan
Kawasan Pedesaan

RAB.03.05.03
Pembangunan Desa dan
Kawasan Pedesaan

RAB.03.05.03
Pembangunan Desa dan
Kawasan Pedesaan

RAB.03.05.03
Pembangunan Desa dan
Kawasan Pedesaan

RAB.03.05.03
Pembangunan Desa dan
Kawasan Pedesaan

RAB.03.05.04
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

RAB.03.05.04
Pemberdayaan

— RAB Level 5
(Dependency)

— RAB Level 4
(Dependency)

SRG.33.01. Administrasi
Pemerintahan Desa

SRG.33.02. Penataan Desa

SRG.33.03. Peningkatan
Kerjasama Desa

— Unit Kerja
(Dependency)

Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
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ID Proses

Bisnis

SRG.34.01.01

SRG.34.02

SRG.34.02.01

SRG.34.03

SRG.34.03.01

SRG.35

SRG.35.01

SRG.35.01.01

SRG.35.02

SRG.35.02.01

Nama Bisnis/Urusan

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Bidang Lembaga
Adat

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Bidang
Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Hukum
Adat Masyarakat

Tata Ruang Tanah

Penatagunaan Tanah

Penggunaan Tanah Hamparan
Daerah

Peningkatan Pelayanan Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Sertifikasi dan Registrasi bagi
Orang/Badan

— RAB Level 1
Nasional
(Dependency)

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan
RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

RAB.03 Pembangunan
dan Kewilayahan

— RAB Level 2
(Dependency)

Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.05
Pembangunan
Kawasan Atau Daerah
Tertinggal

RAB.03.06 Pertanahan

RAB.03.06 Pertanahan
RAB.03.06 Pertanahan

RAB.03.06 Pertanahan

RAB.03.06 Pertanahan

— RAB Level 3
(Dependency)

Masyarakat Desa

RAB.03.05.04
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

RAB.03.05.04
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

RAB.03.05.04
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

RAB.03.05.04
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

RAB.